
GI]BERNUR LAMPT'NG
PERATT'RAN GUBERITUR LAMPUNG

NOMOR 17 TAHUIT 2021

TENTANG

PERUBAIIAN ATAS PERATURAN GUBERITUR NOMOR 70 TAIIUN 2O2O TENTANG
PENJABARAN ANGGARAIT PENDAPATAIT DAN BELANJA DAERAH

PROVITSI LI\MPT'ITG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUIIAN YAI{G MAIIA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 123
Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2O2l
dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
17 IPMK.OT 12021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa Tahun Anggaran 2027 Dalam Rangka Mendukung Penanganan
Pandemi Corona Vins Diseose 2Ol9 (COVID-I9) dan Dampaknya,
perlu meninjau kembali Peraturan Gubernur l,ampung Nomor 70
Tahun 2O2O tentarl.g Penjabran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi La.mpung Talun Anggaran 2021 ;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I l,ampung dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa2lo);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Ta;r,bahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
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8. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik
Tahun Anggaran 2021, l*rrlbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
309;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O0 Nomor 21O, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
ao28l;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
l,ayanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan L,ayanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

I 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
[,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang I"aporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, laporan Keterangan Pertanggungiawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan T\rgas
dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi Lampung (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan dan
Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (trmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor lO6, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman
Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
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21 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O2l (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 888);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PI&..{K.O7 1202 I tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan
Pandemi COVID-19 Dan Dampaknya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun
2O2l tentang Petunjuk Operasional dan DAK Fisik Reguler
Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2O2l (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun
2O2l tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis DAK Non Fisik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 116);

26. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 202 I tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan DAK Khusus Non Fisik Dana Pelayanan
Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2O2l
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

27 . Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);

28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Lampung (L,embaran Daerah Provinsi
Lampung Nomor 4 Tahun 2019, Tambahan [embaran Daerah
Provinsi l,ampung 500) ;

29. Peraturan Daerah Provinsi l,ampung Nomor 5 Tahun 2020
tentang Angga-ran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Lampung Tahun Anggalan 2O2l (Icmbaran Daerah Provinsi
la"mpung Nomor 5 Tahun 2021, Ta:r.bahan l.embaran Daerah
Provinsi Lampung 509);

30. Peraturan Daerah Provinsi la.mpung Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Daerah
Prorrinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan l,embaran
Daerah Provinsi Lampung 514);

31 . Peraturan Gubernur l,ampung Nomor 4 1 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerl'a Perangkat Daerah Lampung Tahun 2021 (Berita
Daerah Provinsi l,ampung Tahun 2020 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

PERI'BAIIAN ATAS PERATT'RAN GI'BERNI,'R I{OMOR 70 TAHUN
2O2O TENTANG PENJABARAN ANCIGARAI5 PTNDAPATAN DAN
BELAN.'A DAERAII PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN
2021.

Menetapkan



-4-

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung
(Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar
Rp7. 593.705. 28 1 .6 43,1 4 berkurang sebesar (Rp63.97 7 .7 55.000,00) sehingga menjadi
Rp7 .529.7 27 . 526.6 43,1 4 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
a. Semula Rp7.593.705.281.643,14
b. BerkuranC (Rp 63.977.755.000,00)
JumlahPendapatanDaerahsetelahperubahan Rp7.529.727.526.643,14

2. Belanja Daerah
a. Semula Rp7.48O.925.281.643,14
b. BerkuranC (Rp 63.771.527.727,00)
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp7.417.153.753.916,14

Surplus/ Defrsit Rp 112.573.772.727,OO

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp 58.790.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 206.227.273,OO

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahal Rp s8.996.227.273,OO

b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula Rp 171.570.000.000,00
2l Bertambah/(berkurang) Rp 0,O0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp 171 .570.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan (Rp 112.573.772.727,OO]r
Sisa I-ebih Pembiayaan Anggaran setel,ah perubahan Rp 0,00
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Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 23 April 2O2l

GT'BERM'R L/I}IPI,rG,

ARINAL DJUI{AIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal, 23 April 2O2l

SEKRETARIS PROVITSI LAMPU!iG,

DARMIITTO

BERITA DAERAII PROVIilSt LA.DIPUIIG TA}tTff 2021 NOMOR .,17

r:ail
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal, 23 April 2O2l

GI'BERIIT'R LAMPIIITG,

ARINAL DJUNNDI

Diundangkan di Telukbetung
padatanggal, 23 April 2O2l

PROVINSI LAMPUNG,

BERITA DAERAH PROVITSI LAMPI'NG TAHTIN 2(y21 ITOMOR..17

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

---ntr--.

r313 A


